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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah 

ditulis di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berkut: 

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

berperan sebagai perpanjangan tangan urusan pemerintah daerah di 

bidang kepegawaian dalam melakukan pendampingan dengan 

dilakukannya pembinaan serta menjadi mediator bagi PNS yang 

mengajukan perceraian setelah dilakukan proses pembinaan di 

instansinya dan menertibkan administrasi perceraian PNS. Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya 

berwenang mengeluarkan Surat rekomendasi hasil sidang cerai yang 

kemudian diteruskan ke Walikota untuk ditandatangani. Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Yogyakarta telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan 

dan proses mediasi bagi PNS yang mengajukan permohonan perceraian 

dengan baik di Kota Yogyakarta. Pembinaan PNS merupakan salah satu 

tugas dan wewenang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, yaitu sebagai mediator bagi 

PNS yang mengajukan perceraian. Bila dilihat dari data BKPSDM Kota 

Yogyakarta, kasus perceraian PNS di Kota Yogyakarta mengalami 
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perubahan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 terdapat 21 PNS, 

tahun 2021 terdapat 10 PNS, tahun 2022 terdapat 8 PNS, pada 3 tahun 

tersebut angka perceraian PNS mengalami penurunan, namun pada 

tahun 2023 terdapat kenaikan yaitu sebanyak 10 PNS. Dari 49 PNS yang 

bercerai, hanya 1 pasangan yang berhasil dirujukkan. Hal ini 

menunjukkan keberhasilan mediasi oleh BKPSDM Kota Yogyakarta 

sangat minim sehingga perbandingan jumlah perceraian PNS dengan 

keberhasilan mediasi menunjukkan peran BKPSDM Kota Yogyakarta 

belum terlalu efektif dalam menekan tingkat perceraian PNS di Kota 

Yogyakarta. 

2. Kendala BKPSDM Kota Yogyakarta dalam dalam membina dan 

memediasi PNS yang ingin bercerai adalah pasangan tidak mau 

dipertemukan lagi, jarak antara kedua pasangan, keterbukaan pasangan 

dan kerelaan pasangan untuk dibina. Perceraian yang terjadi tentunya 

mempunyai alasan yang mendasari PNS memilih bercerai daripada 

mempertahankan perkawinanya, secara umum yang menjadi penyebab 

terjadinya perceraian PNS di Kota Yogyakarta yaitu ketidakcocokan 

berkepanjangan, kekerasan fisik dan adanya pihak ketiga. 

3. Upaya yang dilakukan BKPSDM Kota Yogyakarta dalam mencegah 

terjadinya perceraian PNS di Kota Yogyakarta adalah melakukan 

sosialisasi dengan mengundang Badan Kepegawaian Negara untuk 

memaparkan aturan mengenai aturan Perkawinan dan Perceraian bagi 

PNS, BKPSDM Kota Yogyakarta juga memiliki perpanjangan tangan 
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yaitu Kasubag Umum Kepegawaian di masing-masing instansi untuk 

mengkomunikasikan aturan-aturan yang ada dan BKPSDM Kota 

Yogyakarta mensosialisasikan kepada generasi Z yang sudah diterima 

menjadi PNS mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. 

B. Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Yogyakarta selaku instansi daerah yang membidangi urusan 

kepegawaian dan mempunyai kewenangan dalam pembinaan 

perceraian PNS harus dapat meningkatkan dan mengembangkan 

fungsi dan peran BKPSDM Kota Yogyakarta secara optimal dalam 

memberikan pembinaan kepada PNS agar tingkat perceraian yang 

dilakukan PNS di Kota Yogyakarta semakin menurun. 

2. Pegawai Negeri Sipil sebagai contoh dan teladan masyarakat harus 

selalu menjaga ego dalam menghadapi masalah kehidupan rumah 

tangga perkawinan dengan selalu menjaga keutuhan rumah 

tangannya dan di usahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi 

perceraian.  
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